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ABSTRAK
Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di Indonesia Tahun 1950-1971 M

Pemberangkatan ibadah haji tahun 1950 diselenggarakan oleh pemerintah
Indonesia untuk pertama kalinya. Kuota haji didistribusikan untuk 10.000 jamaah
haji. Transportasi dan devisa yang terbatas, serta adanya pembatasan dari
pemerintah Arab Saudi karena minimnya pemondokan di sana. Hal tersebut
membuat pemerintah Indonesia untuk membatasi jamaah haji yang akan
diberangkatkan ke tanah suci.

Kuota haji yang didistribusikan oleh Kementerian Agama tidak pasti setiap
tahunnya, terkadang meningkat ataupun menurun. Ketidakpastian tersebut
membuat Kementerian Agama menyesuaikan jumlah kuota haji yang akan
didistribusikan setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor
yang mempengaruhi dan dampak dari kebijakan pendistribusian kuota haji dari
tahun 1950-1971 M. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
munculnya kebijakan pendistribusian kuota haji di Indonesia, mengapa kebijakan
pendistribusian kuota haji tahun 1950-1971 berbeda, dan apa faktor serta dampak
dari kebijakan pendistribusian Kuota Haji tahun 1950-1971. Teori kebijakan oleh
Richard Titmuss digunakan sebagai alat analisis, sedangkan pendekatan politik dan
ekonomi untuk menggambarkan kondisi politik dan ekonomi Indonesia selama
tahun penelitian. Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini tahapannya adalah
heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan ketidakstabilan pendistribusian kuota
haji setiap tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ekonomi, politik,
transportasi, dan minat berhaji. Sedangkan dampak dari kebijakan pendistribusian
haji adalah jamaah haji harus menunggu waktu yang cukup lama, jamaah haji
Indonesia menjadi jamaah haji yang paling tertib di seluruh dunia. Kebijakan antara
Orde Lama dan Baru berbeda satu sama lain. Pada Orde Lama kuota haji
diterapkan, namun di Orde Baru kebijakan tersebut dihapuskan.

Keyword: Kuota haji, Penyelenggaraan Haji, Kebijakan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan rukun Islam yang terakhir dan hukum melaksanakannya
adalah wajib bagi setiap Muslim yang mampu.! lbadah haji dilakukan setiap
tahunnya pada tanggal 8-13 Dzulhijjah yang rangkaian kegiatannya adalah ihram,
tawaf, sa’i antara shafa dan marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah,
lempar jumroh, bermalam di Mina, bercukur atau memotong rambut. Haji
merupakan rukun Islam yang cukup rumit, dikarenakan persiapan yang dibutuhkan
sangat banyak. Baik dari segi harta, kesehatan fisik maupun non fisik, kesadaran,
perjuangan dan pengorbanan.

Pemberangkatan ibadah haji di Indonesia baru dilakukan secara operasional
pada masa Kolonial Belanda. Hal ini dibuktikan dengan adanya Ordonansi Haji
yang dikeluarkan untuk pertama kalinya di tahun 1825. Dengan Ordonansi Haji
tersebut, pemerintah Belanda berusaha untuk membatasi dan mengawasi para

jamaah haji. Seiring waktu, pemerintah Belanda terus berusaha untuk memperketat

! Terjemahan Surat Ali Imron ayat 97 adalah “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah yaitu, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu)
dari alam semesta. Lihat Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji Studi Kasus dan
Telaah Implementasi Knowledge Workers (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), him. 2. Shaleh Putuhena,
Historiografi Haji Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2007), him. 31.



kebijakan saat itu. Meskipun sudah diperketat, namun minat masyarakat Indonesia
tetap tinggi untuk bepergian ke tanah suci.?

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia tidak langsung
menyelenggarakan pemberangkatan haji. Saat itu, pemerintah dan masyarakat
Indonesia masih fokus untuk mengusir Belanda yang berusaha kembali menjajah.
Baru di tahun 1950, pemerintah Indonesia untuk yang pertama kalinya
menyelenggarakan pemberangkatan haji. Berita pemberangkatan haji juga dimuat
di berbagai koran seperti Pedoman, Suara Rakyat dan Merdeka.® Pemerintah
Indonesia mendistribusikan kuota haji kepada 10.000 jamaah haji.* Keterbatasan
transportasi dan devisa, serta adanya himbauan dari pemerintah Arab Saudi yang
membatasi jumlah jamaah haji, lantaran pemondokan yang minim. Selain itu, cuaca
yang ekstrem yang bisa membahayakan jamaah haji.

Pendistribusian kuota haji ini dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri
Agama No. A/I11/1110 tanggal 11 Mei 1950.° Selain itu, Ketentuan mengenai
pendistribusian kuota haji dibahas lebih lanjut dalam Instruksi Bersama No.
C/2/1/5240 tanggal 15 April 1951.° Didalamnya dijelaskan bahwa pendistribusian
ditentukan oleh Kementerian Agama kemudian dibagi kepada setiap provinsi.

Gubernur membagi kembali kepada setiap kabupaten/kota di dalamnya.

2 Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2007), him. 411-414.
Kementerian Agama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Haji dari Masa ke Masa
(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), him. 60-61.

3 Koran Merdeka tanggal 24 Oktober 1950. Koran Suara Rakyat tanggal 5 September 1950.
Koran Pedoman tanggal 31 Agustus 1950. Lihat lampiran nomor 2-4.

4 Pada tahun 1950, jumlah 10.000 diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai batas
minimum, sedangkan untuk maksimalnya sebanyak 15.000.

5 Mursyidi dan Sumuran Harahap, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia
(Jakarta: MARS-26, 1984), him. 43.

¢ Lihat lampiran nomor 5.



Pendistribusian ini berdasarkan atas banyaknya penduduk yang beragama Islam dan
jumlah pelamar calon haji dalam setiap daerahnya.

Pendistribusian kuota haji tidak pasti setiap tahunnya, terkadang pemerintah
Indonesia menambah atau menurunkannya. Contohnya seperti di tahun 1952, 1958,
1962, dan lain sebagainya. Pada masa Orde Lama di tahun 1952, pendistribusian
kuota haji ditambah 14.000, sedangkan di tahun sebelumnya hanya 10.000.
Pemerintah Indonesia menambah kuota haji yang didistribusikan lantaran di tahun
sebelumnya terjadi kegagalan dalam memberangkatkan, hanya 1.843 yang dapat
berangkat.” Terdapat berita simpang siur tentang wabah pes dan kolera di Yaman
yang mengakibatkan jamaah haji terlantar di pelabuhan.®

Tahun 1958, kuota yang didistribusikan oleh pemerintah diturunkan
menjadi 8.000, di tahun sebelumnya terdapat 12.000. Lantaran keadaan politik dan
ekonomi yang tidak stabil, membuat devisa sebagai alat pembayaran luar negeri
berkurang. Hal ini juga berlaku di tahun 1962, pemerintah Indonesia hanya
mendistribusikan 7.500.

Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia mendistribusikan kuota haji
sekitar 15.000-30.000 dari tahun 1967-1971. Pendistribusian kuota haji masa Orde
Baru, lebih banyak dibanding masa Orde Lama. Lantaran perekonomian Indonesia
yang sudah membaik dan transportasi yang memadai. Namun di tahun 1971,

pendistribusian kuota haji dihapuskan hal ini dibuktikan dengan adanya Surat

" Daftar Pembagian Kuota Haji dari tahun 1950-1967 M (1370-1386 H). Lihat lampiran
nomor 6.
8 Koran Abadi tanggal 10 Agustus 1951. Lihat lampiran nomor 7.



Keputusan Menteri Agama No. 50 tahun 1971.° Alasan dihapuskannya
pendistribusian ini dikarenakan ekonomi Indonesia yang stabil, semakin
menguatnya nilai rupiah, dan kondisi politik yang membaik. Akibat dari
dihapuskannya pendistribusian kuota haji, jumlah jamaah haji yang berangkat ke

tanah suci tahun berikutnya melonjak menjadi 22.285.1°

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pendistribusian kuota haji di Indonesia pada
Tahun 1950-1971 M. Alasan peneliti memilih tempat Indonesia dikarenakan negara
tersebut memiliki umat Muslim terbanyak di dunia. Sedangkan alasan peneliti
memilih tahun 1950 dikarenakan saat itu pemerintah Indonesia menyelenggarakan
pemberangkatkan jamaah haji ke tanah suci yang pertama kali. Selain itu,
pendistribusian kuota haji juga mulai diterapkan pertama kali. Hal ini sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Agama No. A/I11/1110 tanggal 11 Mei 1950. Sedangkan
Tahun 1971 dipilih dikarenakan pada tahun tersebut pendistribusian kuota haji
dihapus, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama No. 50
tahun 1971. Alasan dihapuskannya dikarenakan ekonomi Indonesia saat sudah
membaik, dan bisa memberangkatkan jamaah haji sebanyak apa pun. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Munculnya Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di Indonesia?

° Direktorat Jenderal Urusan Haji, Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji tahun 1971-1972
(Jakarta: Departemen Agama, 1972), him. 131.
10 Ibid., him. 116.



2. Mengapa Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di Indonesia Tahun 1950-
1971 Berbeda?

3. Apa Faktor dan Dampak dari Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji di
Indonesia Tahun 1950-19717

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas,
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan
pendistribusian kuota haji di Indonesia tahun 1950-1971 M. Adapun kegunaan
penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang pendistribusian kuota
haji di Indonesia

2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan tambahan referensi
untuk  penelitian-penelitian  selanjutnya yang berkaitan tentang
pendistribusian kuota haji di Indonesia maupun tentang pemberangkatan
penyelenggaraan haji.

3. Memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan tentang pendistribusian
kuota haji di Indonesia

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan dalam
melakukan sebuah penelitian. Kegunaan untuk menelaah terhadap karya-karya
yang telah terbit sebelumnya dan memiliki tema sejenis dengan penelitian yang
sedang dikaji peneliti. Tinjauan pustaka dilakukan untuk menghindari terjadinya

plagiarisme. Karya-karya yang bertemakan haji cukup banyak ditemui baik buku,



skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. Namun, kajian mengenai kuota haji belum
dibahas secara mendalam.

Pertama, buku dengan judul Haji dari Masa ke Masa yang ditulis dan
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian
Agama RI pada tahun 2012. Sedangkan buku kedua ditulis olen Mursyidi dan
Sumuran Harahap dengan judul Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji
Indonesia, Dilengkapi dengan Tata Tertib Mulai dari Indonesia sampai di Arab
Saudi dan Kembali ke Tanah Air yang diterbitkan oleh Mars-26 pada tahun 1986.
Isi kedua buku tersebut tidak jauh berbeda yakni membahas mengenai sejarah
perjalanan haji dari masa Kolonial Belanda hingga Orde Baru. Kedua buku tersebut
lebih fokus terhadap manajemen haji dan penyelenggara haji di Indonesia.
Sedangkan perbedaan kedua buku tersebut dengan penelitian ini lebih fokus dalam
pendistribusian kuota haji dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini
merupakan lanjutan dari penelitian karya-karya sebelumnya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Erica Oktaviana dengan judul “Kebijakan
Ongkos Naik Haji (ONH) di Indonesia Tahun 1960-1975 M” yang diterbitkan pada
tahun 2022 oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah Indonesia tentang Ongkos Naik Haji (ONH) dari tahun
1960-1975 M. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji peneliti
adalah membahas kebijakan haji yang ditetapkan pemerintah masa Orde Lama

maupun Baru. Perbedaannya adalah jika Erica membahas Ongkos Naik Haji



(ONH), penelitian ini lebih fokus terhadap pendistribusian kuota haji dari tahun
1950-1971.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Michael Thibran Masykur dengan judul
“Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1950-1955 M” yang
diterbitkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini lebih fokus terhadap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan haji dari tahun
1950-1955 baik mengenai kuota, transportasi yang digunakan, dan juga akomodasi.
Persamaan dengan penelitian yang sedang dikaji adalah membahas kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah pada masa Orde Lama. Perbedaannya adalah penelitian
ini fokus pada peran pemerintah dalam menyelenggarakan haji, waktu yang diteliti
hanya 5 tahun saja. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih fokus terhadap
pendistribusian kuota haji dan waktu yang diteliti 21 tahun. Penelitian ini
merupakan lanjutan dari penelitian Michael.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Rina Farihatul dengan judul “Kebijakan
Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M” yang diterbitkan
pada tahun 2018 oleh Program Studi Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya. Tesis ini membahas kebijakan haji yang ditetapkan oleh
pemerintah Indonesia masa Orde Lama. Tahun penelitian Rina lebih panjang dari
Orde Lama hingga Reformasi. Terdapat pembahasan mengenai kuota haji, namun
hanya dijelaskan secara singkat. Rina menjelaskan kebijakan baik dari kuota,

akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Penelitian yang sedang diteliti oleh



peneliti lebih fokus terhadap pendistribusian kuota haji. Penelitian ini lanjutan dari
penelitian Rina.

Kegunaan karya-karya tersebut menjadi referensi dalam penelitian ini.
Melalui karya-karya di atas, peneliti mendapat informasi tentang penyelenggaraan
haji dan juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dari masa Kolonial Belanda
hingga Reformasi. Perbedaan penelitian ini dengan karya-karya yang sudah ada
adalah kajian peneliti lebih fokus terhadap kebijakan pendistribusian kuota haji
yang pernah diterapkan pemerintah Indonesia pada tahun 1950-1971 M. Penelitian

ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai
landasan berfikir untuk melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan suatu
permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan
pendekatan-pendekatan agar lebih mudah memahami permasalahan dalam
penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah politik dan
ekonomi. Pendekatan politik digunakan untuk memahami hakikat dan tujuan dari
sistem politik, hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola dari kelakuan
individu dan kelompok yang membantu menjelaskan bagaimana sistem itu
berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial yang

meliputi: kelompok-kelompok interest, komunikasi, dan pendapat umum, birokrasi



dan administrasi.*! Dalam penelitian ini, pendekatan politik ini berguna untuk
mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah seperti mengeluarkan
berbagai kebijakan baik berupa undang-undang, keputusan presiden, instruksi
bersama, keputusan menteri, peraturan menteri, dan lain sebagainya untuk
menetapkan pendistribusian kuota haji sejak tahun 1950-1971.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk menganalisis fenomena yang
berkaitan dengan kondisi ekonomi negara maupun masyarakat. Hal tersebut dapat
dijadikan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam menetapkan kuota haji
yang akan didistribusikan. Mengingat pemerintah membayar akomodasi di Arab
Saudi menggunakan uang asing, bukan rupiah. Selain itu, penetapan jumlah Ongkos
Naik Haji (ONH) juga menjadi pertimbangan jamaah haji untuk pergi haji atau
tidak.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah kebijakan dari Richard
Titmuss. Kebijakan menurutnya adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-
prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan
konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.!? Setiap kebijakan memiliki tujuan yaitu
menyelesaikan masalah publik dan dipengaruhi dengan kondisi politik, sosial,
ekonomi, transportasi, dan lain-lain yang sedang terjadi. Teori ini digunakan untuk
mengetahui alasan ditetapkannya kebijakan tentang pendistribusian kuota haji dari

tahun 1950 sampai dihapus di tahun 1971.

1 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2011), him. 11.
12 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2010), him. 7.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
sejarah. Metode ini memiliki empat tahapan yang harus ditempuh yaitu: heuristik,
verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan adalah heuristik atau pengumpulan
sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder.
Adapun penelitian ini termasuk ke dalam Library Research. Sumber primer yang
ditemukan oleh peneliti berupa foto, koran, arsip, laporan, dan juga majalah.
Sedangkan sumber sekunder peneliti berupa buku, skripsi, tesis, dan jurnal.
Sumber-sumber tersebut peneliti dapatkan di berbagai tempat yaitu: Arsip Nasional
Republik Indonesia, Monumen Pers Nasional, Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, dan lain sebagainya.

Dalam tahapan ini peneliti menemukan beberapa arsip yaitu Arsip Kabinet
Perdana Menteri 1950-1959 jilid 1 nomor 3127 dan jilid 2 nomor 1839. Peneliti
juga menemukan Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1970/1971,
1971/1972, dan 1967/1968 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain
itu, peneliti mendapat sumber primer berupa koran seperti Koran Pedoman, Abadi,
Trompet Masyarakat, dan lain sebagainya. Peneliti juga menemukan majalah-
majalah yang terbit di tahun penelitian seperti Majalah Siaran Hadji, Kiblat, dan
Pehai.

Sedangkan untuk sumber sekunder, peneliti menemukan beberapa sumber

seperti Buku yang berjudul Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia
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yang ditulis oleh Mursyidi dan Sumuran Harahap dan diterbitkan tahun 1984. Buku
Indonesia dan Haji karangan Dick Douwes dan Nico Kaptein diterbitkan tahun
1997. Karya ilmiah yang ditemukan oleh peneliti adalah “Peran Pemerintah dalam
Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1950-1955” karya Michael Thibran Masykur
mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada “Kebijakan
Penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 1945-2000” oleh Rina Farihatul Jannah,
mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber yang berfungsi
menguji kredibilitas sumber yang telah didapat. Kritik sumber dibagi menjadi dua
macam, yaitu: kritik ekstern dan intern.*® Kritik ekstern lebih menekankan kepada
fisik sumber atau dari segi luarnya, seperti kuas, tinta, gaya tulisan, dan lain
sebagainya. Sedangkan kritik intern membandingkan isi sumber-sumber yang telah
didapat satu sama lainnya. Pada tahun 1951 diberitakan melalui koran Abadi
tanggal 18 Agustus bahwasanya pemerintah Indonesia membatalkan
pemberangkatan jamaah haji. Hanya 1.843 orang saja yang dapat diberangkatkan
dari 10.000 orang. Berdasarkan koran Abadi tanggal 31 Juli 1950 dan juga artikel
Republika yang berjudul “Haji Dibatalkan, Ribuan Calhaj Tahun 1951 Terlantar di
Jakarta” bahwasanya terdapat jamaah haji yang bisa diberangkatkan oleh
pemerintah. Dalam koran Abadi disebutkan bahwa terdapat 975 orang, sedangkan
di artikel tersebut dijelaskan sekitar 900 orang. Apabila ditambah totalnya adalah

1.875 orang yang bisa berangkat ke Mekkah. Namun dalam buku Laporan

13 Kuntowijoyo, Pengantar llmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), him. 77.
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Penyelenggaraan Urusan Haji Tahun 1385 H/1965-1966 M; 1387 H/1967-1968
M; 1390 H/1970-1971 M yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Urusan Haji
jumlah jamaah haji yang bisa diberangkatkan ke Mekkah ada 1.843 orang.

Peneliti tidak bisa mengkonfirmasi data-data yang didapat kepada pihak
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Hal ini dikarenakan peneliti
tidak mendapatkan data dari pihak sana. Peneliti kemudian berusaha
membandingkan jumlah kuota yang peneliti dapatkan dari koran maupun arsip
dengan buku Laporan Penyelenggaraan Urusan Haji yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Haji yang dikeluarkan masa Orde Lama dan Baru. Selain
dengan buku tersebut, peneliti juga membandingkan dengan artikel “Statistik
Pelamar Hadji dan Pemberangkatan dari Tahun 1950 s/d 1968 dalam Majalah
Siaran Hadji No. 3, Thn. 1 Agustus, 1968, him. 12.

3. Interpretasi

Langkah ketiga adalah interpretasi atau penafsiran dengan melakukan
analisis dan sintesis.** Analisis dilakukan dengan cara menguraikan permasalahan
yang sedang dikaji dari sumber-sumber yang telah didapat. Sedangkan sintesis
adalah menyatukan data-data yang telah didapat menjadi utuh satu kesatuan. Dalam
penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa kuota haji yang tidak stabil bisa
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, sosial, ekonomi, kendala dalam
transportasi dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi penurun kuota haji pada tahun
1962 sebanyak 7.500 jamaah. Berkurangnya kuota ini dikarenakan terjadinya

konflik pembebasan Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda sehingga

14 Kuntowijoyo, Pengantar llmu Sejarah hlm. 78.
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menyebabkan jamaah haji dari wilayah Timur tidak bisa diberangkatkan dan harus
diundur tahun depan.
4. Historiografi

Historiografi atau penulisan sejarah adalah langkah terakhir dalam metode
penelitian sejarah. Dalam tahapan penulisan lebih menekankan dalam
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD). Tahap penulisan ini diharapkan dapat memaparkan
pembahasan Kebijakan Pendistribusian Kuota Haji tahun 1950-1971 secara

sistematis dan kronologis sehingga dapat mudah dipahami bagi pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini mudah dipahami, maka penulisan dibagi
menjadi lima bab. Bab | merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang,
batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,
kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi
dasar penelitian dilakukan dan penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab Il membahas tentang perkembangan umat Muslim Indonesia
melaksanakan ibadah haji. Umat Muslim yang sejak dulu mempunyai semangat
yang tinggi untuk bisa pergi melakukan ibadah haji ke Mekkah. Semangat tersebut
membuat pemerintah Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada. Pada bab
ini juga membahas mengenai kebijakan haji di masa sebelum kemerdekaan, baik

masa kolonial Belanda maupun Jepang.
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Bab 111, menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pendistribusian kuota haji
yang pernah berlaku dari tahun 1950-1971. Penjelasan mengenai hal tersebut dibagi
menjadi dua bagian, yang pertama membahas masa Orde Lama dan yang kedua
masa Orde Baru. Hal ini dilakukan mengingat kepemimpinan antara keduanya
berbeda satu sama lain, sehingga kebijakan yang dikeluarkan juga berbeda. Selain
itu, untuk mempermudah pembaca untuk memahaminya.

Bab IV membahas tentang faktor dan dampak dari sistem kuota haji ini
selama berlangsung, baik dari segi para jamaah haji, citra bangsa maupun
pemerintah Indonesia sendiri. Bab ini juga dijelaskan faktor yang mempengaruhi
kebijakan pendistribusian kuota haji itu sendiri seperti faktor ekonomi, politik, dan
transportasi. Adapun bab ini menjadi pengantar menuju bab akhir. Sedangkan Bab
V merupakan penutup yang memuat jawaban atas rumusan masalah yang sudah
dijelaskan di awal penulisan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat kesimpulan dan

saran untuk penelitian selanjutnya apabila akan membahas topik yang serupa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu: Pertama, sebelum
Indonesia merdeka, jumlah jamaah haji yang berangkat ke Mekkah meningkat
setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya faktor politik, pendidikan, sosial,
dan juga agama. Jumlah jamaah haji yang kian meningkat setiap tahunnya,
membuat pemerintah Belanda mulai membatasi dan mempersulit para jamaah
haji yang ingin pergi ke Mekkah. Pemerintah menerapkan Ordonansi Haji dari
tahun 1800-1937 untuk membatasi jamaah haji. Pada masa Jepang menjajah,
tidak diketahui informasi mengenai penyelenggaran haji di Indonesia,
mengingat saat itu juga terjadi adanya Perang Dunia yang sedang berlangsung.

Kedua, kebijakan pendistribusian kuota haji antara Orde Lama dan Baru
berbeda satu sama lain. Pada Orde Lama kebijakan pendistribusian pertama kali
dilaksanakan di tahun 1950 berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama
Republik Indonesia No. A/111/1/648 tanggal 27 Maret 1950 dan No. A/111/1/1110
tanggal 11 Mei 1950. Lantaran devisa dan transportasi yang terbatas membuat
pemerintah Indonesia membatasi jamaah haji yang akan diberangkatkan. Selain
itu, adanya pembatasan dari pemerintah Arab Saudi juga menjadi alasan
pendistribusian kuota haji diterapkan. Sedangkan tahun 1971, pemerintah
menghapuskan sistem kuota haji dikarenakan ekonomi negara dan bangsa

Indonesia sudah bisa memberangkatkan para jamaah sebanyak-banyaknya. Hal

118



119

ini  berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 50 Tahun 1971,
Radiogram/Monitoring No. 36/1971, dan No. 45/1971.

Ketiga, selama pendistribusian kuota ini diterapkan dan dilaksanakan, kuota
haji yang didistribusikan tidak selalu stabil. Terkadang mengalami peningkatan
maupun penurunan. Pendistribusian kuota haji ini dikarenakan faktor ekonomi,
politik, transportasi, dan minat berhaji di tahun-tahun tersebut. Keempat faktor
tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan dampak dari kebijakan
tersebut membuat jamaah haji memerlukan waktu yang begitu lama untuk bisa
pergi ke Mekkah. Jamaah haji juga tidak jarang yang menjadi korban penipuan
dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. Selain itu, dengan kebijakan
pendistribusian haji ini, membuat pemerintah bisa mengatur jamaah haji dan

bisa menjaga citra bangsa Indonesia.

B. Saran

Penulisan penelitian ini jauh dari kata sempurna, namun peneliti berharap
semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan, pembelajaran,
maupun pengembangan dalam topik yang serupa dengan skripsi ini.
Berdasarkan hasil penelitian ini memuat kebijakan jumlah kuota haji, jumlah
minat jamaah haji yang mendaftar, jumlah jamaah haji yang diberangkatkan,
dan lain sebagainya.

Mengingat hal tersebut peneliti mempunyai beberapa saran untuk
disampaikan. Arsip-arsip mengenai jumlah kuota istimewa baik dari tahun

1950-1962 tidak bisa ditemukan, Hal ini dikarenakan kuota istimewa tersebut
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tidak tertulis dalam laporan-laporan yang ditemukan oleh peneliti. Selain itu,
kuota istimewa ini dipegang oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama
yang diberikan langsung kepada para jamaah haji yang memohon langsung
kepada mereka. Selain itu, peneliti merasa kesulitan dalam menemukan arsip
yang dikeluarkan oleh pemerintah secara langsung di tahun 1955-1959, 1962,
dan 1965. Adapun data-data yang peneliti temukan berdasarkan laporan-laporan
penyelenggaraan haji di tahun-tahun sesudahnya. Adanya perbedaan mengenai
jumlah jamaah haji yang dapat diberangkatkan oleh pemerintah dari sumber-
sumber yang didapat oleh peneliti.

Peneliti sadar bahwa hasil penelitian ini lebih dari kata sempurna, namun
peneliti tidak menutup dari kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan
penelitian ini. Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk
penelitian selanjutnya dan para pembaca umumnya. Semoga setelah hasil

penelitian ini ditulis penyelenggaraan haji di Indonesia semakin meningkat.
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